BUPATI GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALGC

PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA

NOMOR !4 TAHUN 2021
TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN GORONTALCO UTARA

Menimbang : a.

~ Mengingat -: 1.

TAHUN ANGGARAN 2020 3 *

BUPATI GORONTALO UTARA,

bahwa untuk melaksanakan pasal 12 ketentuan Peraturan
Daerah Nomor Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaraﬁ 2020; _

perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Peftanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor _258,'Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4060); |
Undang-Undang Nomeor 25 Tahun 2000 tentang Program
Pem'bangunan. Nasional (Lembaran Negara Républik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, ’.I‘ambahan'Lembar.an
Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

Uhdang—Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286); |

Undang-Undang Nomor 1 Tahun: 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran _,;,_:Ne'gara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negéra
Republik Indonesia Nomor 4355); R :



10..

11.

12,

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2004 Nomor 66, '

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400); | |
. - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

'Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan_
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

| Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi

Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2007

- Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
'Nomor 4687); o |

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

‘Daerah dan Retribusi Daerah (Lernbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, ’I‘ambahan Lembaran
Negara Repubhk Indonesia Nomor 5049), _ o
Undang—Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. tentang
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberépa

kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

" tentang Perubahan Kedua Atas 'Undang—_Undang Nomor 23

‘Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tamabahn
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); |
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 rtenta_ng Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656);
Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata

- Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19,

20,

: Re_publik I_hdonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan -

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028};

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575); | ' '
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585); o
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614); |
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Péngelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4738); |
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang' Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran |
Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi = Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 'LemEaran
Negara Republik Indonesia Nomor $5165};

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5219); '



21.

22,

23.

24.

25.

26.

27.

28.

- 29,

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4577);
Peraturan Pemermtah Nomor 74 Tahun 2012 tentang

“Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5340); | | |
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang

- Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara
- Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negai'a Republik Indonesia Nomor 6057); _

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri ‘Nomor 77 Tahun 2020

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 26

Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

- (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2010

Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Gorontalo Utara Nomor 84} ;

Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 05
Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Daerah Kabupaten
Gorontalo Utara (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 05,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 172);

Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 11
Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Tahun
2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 249);



30. Peraturah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 6
Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja' Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah
Té.hun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor
255)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI - GORONTALO ~ UTARA  TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
~ ANGGARAN 2020 .

Pasal 1
. Lapdran realisasi anggaran tahun anggaran 2020 terdiri atas :
‘1. Pendapatan _
 a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 27.340.589.523,42

b. Dana Perimbangan Rp. 546.214.475.834,00
¢. Lain-lain pendapatan Rp. 204.546.247.982,00
yang sah

Jumlah Pendapatan ~ Rp.  778.141.313.339,42

- 2. Belanja
| a. Belanja Tidak Langsung _
1) Belanja pegawai Rp. = 229.431.972.773,00
2) Belanja Subsidi Rp. | 0,00
~ 4) Belanja Hibah Rp. 8.984.400.000,00
 5) Belanja Bantuan Sosial ~ Rp. 3.306.783.500,00
0) Belanja Bagi Hasil Péjak Rp 693.571.518,00
~ 7) Belanja Bantuan | | |
Keuangan Rp.  147.631.785.499,00
8) Belanja Tak Terduga Rp. 3_43.649.360,.00

Rp. 390.392.162.650,00



b. Belanja Langsung __ _
1) Belanja Pegawai .. Rp. 46,055.788.364,00

2} Belanja Barang dan Jasa Rp. 185.553.826.465,00
3) Belanja Modal Rp. 145.060.195.347,00

‘Rp.  376.669.810.176,00

Total Belanja Rp. 767.061.972.826,00

Surplus/ (Defisit) Rp. 11.079.340.513,42
Pembiayaan :

a. Penerimaan Rp. 32.339,152.228,41

b. Pengeluaran Rp. 500.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 31.839.152.228,41

Sisa lebih pembiayaan anggaran
tahun berkenan Rp. 42.9018.492.741,83

Pasal 2
- Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 tercantumn dalam Lampiran I Peraturan Bupati

ini,

Pasal 3
Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud
~dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan

realisasi anggaran.

Pasal 4
Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran Il Peraturan Bupati

ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita

Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwandang
Pada tanggal 2L 4tUGhy 2021

PATI GORONTALO UTARA, £~

- 1 A e

INDRA YASIN

Diundangkan di Kwandang
Pada tanggal %L Acg 2021

PLH SEKRETARIS DAERAH

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2021 NOMOR 443
TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2021
NOMOR



